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e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari
evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus
terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari
rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan
pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan
kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal
24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan
Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan
demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.
Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun
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dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja
dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dalam satu
tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan
sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,
transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sukabumi
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat
Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor: 516/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 dan
sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan

berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri  Sukabumi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah
Mahkamah Agung Rl sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri
Sukabumi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang
menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
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2.

FUNGSI
Adapun

a)

b)

d)

f)

fungsi dari Pengadilan Negeri Sukabumi antara lain:

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam
tingkat pertama.

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut
teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengakapan).

Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah

menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi

peradilan maupun bidang teknis yustisial.
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C. SISTEMATIKA PENYAIJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan

Negeri Sukabumi adalah sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB 111

BAB IV

Lampiran

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan

fungsi, serta Sistematika Penyajian.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana
strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja
(Dokumen Perjanjian Kinerja) Tahun 2018. Pada bab ini rencana strategis Tahun
2015-2019 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program

utama dan kegiatan pokok.

Akuntabilitas Kinerja : pada bagian ini disajikan pengukuran, analisis akuntabilitas

kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
Pengadilan Negeri Sukabumi serta strategi pemecahan masalah. Kemudian

disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran

2017.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANIJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan
Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi,
Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan
Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik
Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan
Negeri Sukabumi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan
kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang
memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi, baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk
mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1. VISI DAN MisI
1.1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2015 - 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
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Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2015 — 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Sukabumi. Visi Pengadilan Negeri Sukabumi mengacu pada Visi Mahkamah

Agung Rl adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI YANG AGUNG ”

1.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Sukabumi, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai berikut :
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a) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
b) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
c) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan

2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Sukabumi adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya penyelesaian perkara.

b) Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

c) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
e) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

f) Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Sukabumi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
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b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK
Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: W11-U4/167/KP.01.01/SK/1/2018 tanggal 22
Januari 2018, dapat dilihat sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
perkara b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
c. Persentase perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan
- Perdata
- Pidana
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 5 bulan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
Hakim a. Banding
- Perdata
- Pidana
b. Kasasi
- Perdata
- Pidana
c. Peninjauan Kembali
- Perdata
- Pidana
3. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
pengelolaan penyelesaian perkara disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Page 8 of 22




e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4, Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
masyarakat terhadap peradilan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.
(acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
terhadap putusan pengadilan. yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
Pengadilan Negeri Sukabumi telah memiliki Rencana Kerja Tahunan 2019 sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang menjadi akta 10%
perkara perdamaian
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan
- Perdata 90%
- Pidana 95%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 10%
jangka waktu lebih dari 5 bulan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
Hakim hukum:
a. Banding
- Perdata 80%
- Pidana 94%
b. Kasasi
- Perdata 90%
- Pidana 94%
c. Peninjauan Kembali
- Perdata 90%
- Pidana 100%
3. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK 100%
pengelolaan penyelesaian yang disampaikan secara lengkap
perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100%
didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas 100%
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75
4, Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
masyarakat terhadap peradilan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 100%
(acces to justice)
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5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan 90%
terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase  pengaduan  masyarakat yang 100%
pengawasan ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100%
yang ditindaklanjuti.

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA) TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian
Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai
wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Negeri Sukabumi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai berikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang menjadi akta 10%
perkara perdamaian
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan
- Perdata 85%
- Pidana 95%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 15%
jangka waktu lebih dari 5 bulan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
Hakim hukum:
a. Banding
- Perdata 80%
- Pidana 94%
b. Kasasi
- Perdata 90%
- Pidana 94%
c. Peninjauan Kembali
- Perdata 90%
- Pidana 100%
3. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK 100%
pengelolaan penyelesaian yang disampaikan secara lengkap
perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100%
didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas 100%
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
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e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75
Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
masyarakat terhadap peradilan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 100%
(acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan 90%
terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan  masyarakat yang 100%
pengawasan ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100%

yang ditindaklanjuti.
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BAB Il
AKUNTARBILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2017,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan
tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun
2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan

dalam tabel dibawah ini.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1. Meningkatnya a. Persentase mediasi
penyelesaian yang menjadi akta 10% 10% 10%
perkara perdamaian
b. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana 100% 100% 100%

c. Persentase perkara
yang diselesaikan

- Perdata 100% 80% 80%

- Pidana 100% 81% 81%
d. Persentase perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan

- Perdata 100% 80% 80%
- Pidana 92% 100% 108%
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